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KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
NOMOR : W3-A/ 151 /0T.01.2 /1 /2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

a. bahwa dalam rangka kelancaran Reformasi Birokrasi pada lingkungan Pengadilan
Tinggi Agama Padang, maka perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan PTA
Padang;

b. bahwa nama-nama yang ditunjuk dalam Tim Reformasi Birokrasi dipandang cakap dan
mampu untuk meksanakan tugas tersebut;

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor
14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-
2025;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi:

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah:
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparat Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11
Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 23/SEK/SK/IV/2016 tentang
Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia.
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MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG PEMBENTUKAN
TIM REFORMASI BIROKRASI PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG:

Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan susunan
sebagimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

Tim bertugas mengawasi pemenuhan indikator keberhasilan Reformasi Birokrasi pada
Pengadilan Tinggi Agama Padang berdasarkan garis-garis besar Reformasi Birokrasi yang
telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung Rl dan melaporkan hasilnya kepada Wakil Ketua
Pengadilan Tinggi Agama Padang secara berkala;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu
akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan.
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KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Nomor : W3-A/151/0T.01.2/1/2017
Tanggal : 13 Januari 2017

TIM REFORMASI| BIROKRASI
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Pengarah

Ketua Tim RB

Tim Sekretariat RB

Ketua

Sekretaris

Anggota

Kelompok Kerja

Kelompok Pola Pikir dan Budaya Kerja
(Area )

Kelompok Penataan Peraturan Perundang-Undangan
(Area II)

Kelompok Penata dan Penguatan Organisasi

(Area IlI)

Kelompok Penataan Tata Laksana
(Area V)

Kelompok Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

(Area V)

Kelompok Penguatan Akuntabilitas Kerja
(Area VI)

Kelompok Penguatan Pengawasan
(Area VII)

Kelompok Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
(Area VIII)

Drs. H. Maslihan Saifurrozi, S.H., M.H.
Drs. Muallimin Ahmad, S.H., M.H.I.

Drs. H. Syaiful Anwar, M.H.
Irsyadi, S.Ag., M.Ag.
Mukhlis, S.H.
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Drs. H. Zulkifli Arief, S.H., M.Ag.
Drs. Wildon Djoni

Oga Pertissa, S.E., M.M.

Drs. H. Jasrizal M.S., M.H..

Drs. Samwil, S.H.

Rifka Hidayat, S.H.

Drs. Ashfar Munir, S.H., M.H.I.
Bakhri Yasir, B.A.

Hj. Evayulita, S.Ag.

Listya Rahma, A.Md

Drs. H, Zainir Surzain, S.H., M.Ag.
Muhammad Rafki, S.H.
Fadhliamin, S.Sl.

Andria Miko, S.H.

Drs. H. Marwan A.M., M.H.I.
Rahmita, S.Ag.

Ratna Sari Dewi, S.E.

Zulfa Ulin Nuha, S.Kom

Drs. H. Khairuddin, S.H., M.H.
Nora Oktavia, S.H.

Efri Sukma

Haryuni Azmi, A.Md

Drs. Hamdani S., SH., M.H.L.

Alrif Yusdarman, S.H.

Aidil Akbar, S.E.

Drajat Prakosa, A.Md

Drs. H. Thamrin Habib, S.H., M.H.I.
Hj. Desmaliar Kambaruddin, S.Ag.
Sonya Zarivelina, S.E.

Wenny Oktavia, S.H.l.
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Nomor

Tanggal :

P W3-A/ 151/ 0T.01.2/1/2017

13 Januari 2017

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PERNGARAH, SEKRETARIAT,
DAN TIM KELOMPOK KERJA

Pengarah dan Ketua Tim RB bertugas:

Memberikan arahan mengenai garis-garis besar program Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI.
Melakukan Pengawasan terhadap proses Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung secara umum
berdasarkan garis-garis besar program Reformasi Birokrasi.

Melakukan perencanaan strategis pelaksanaan proses Reformasi Birokrasi berdasarkan seluruh
cetak biru.

Mengkoordinir pelaksanaan perencanaan yang akan dilakukan oleh Kelompok-Kelompok Kerja serta
Tim lainnya yang akan dibentuk sesuai kebutuhan teknis.

Mengkoordinir penentuan usulan-usulan untuk melengkapi cetak biru yang telah disusun, baik yang
diusulkan pihak-pihak di dalam lingkungan Peradilan maupun di luar lingkungan Peradilan.
Mengawasi pelaksanaan perencanaan tersebut, termasuk didalamnya pengawasan dan pemenuhan
indikator keberhasilan Reformasi Birokrasi, pemenuhan target waktu, kesesuaian pelaksanaan
proyek dengan cetak biru.

Mendukung Tim Pengarah dalam melakukan upaya-upaya untuk memperoleh dukungan dari
berbagai pihak, baik dukungan politik, sosial maupun anggaran.

Sekretariat Reformasi Birokrasi bertugas:

Membantu tugas-tugas Pengarah dan Ketua Tim RB.

Membantu Ketua Tim RB dalam melakukan koordinasi antara Tim Kelompok Kerja.

Membantu Ketua Tim RB dalam melakukan monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
Mensosialisasikan kegiatan-kegiatan Reformasi Birokrasi kepada para pema ngku kepentingan
terkait.

Kelompok Kerja bertugas:

Melakukan perencanaan teknis pelaksanaan proses Reformasi Birokrasi.

Mengkoordinir pelaksanaan perencanaan teknis yang ada di dalam kewenangannya untuk
mendukung pelaksanaan proses Reformasi Birokrasi.

Mengawasi pelaksanaan perencanaan teknis tersebut, termasuk di dalamnya pengawasan dan
pemenuhan indikator keberhasilan Reformasi Birokrasi, pemenuhan target waktu dan kesesuaian
pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Mendukung Koordinator Sekretariat dalam melakukan koordinasi antar area untuk mendukung
pelaksanaan program Reformasi Birokrasi.

Mendukung tim pengarah dalam melakukan upaya-upaya dan capaian dalam pelaksanaan
Reformasi Birokrasi.

Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, tim kelompok kerja harus mengembangkan keahlian
profesionalnya, termasuk mengikuti perkembangan terbaru di bidang reformasi birokrasi, agar dapat
memberikan sumbangan yang berarti untuk perbaikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi mahkamah
Agung.




